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BAB I: PENDAHLUAN 

 

 Dasar hukum Kunker Komisi II DPR RI ke Kabupaten Brebes adalah amanat fungsi 

pengawasan sebagaimana diatur dalam Pasal 98 ayat (4) huruf f UU MD3, yaitu: 

Komisi dalam melaksanakan tugas dapat mengadakan kunjungan kerja.  

 

 Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI ke Kabupaten Purwakarta dilaksanakan  

pada Tanggal 14 Februari 2023.  

 

 Adapun nama-nama Tim Kunjungan Anggota Komisi II DPR RI ke KPU Kabupaten 

Purwakarta adalah sebagai berikut: 

 

 

 
 

 Maksud dan tujuan kunker Komisi II DPR RI adalah untuk memperoleh keterangan 

dari Pemerintah Kabupaten Purwakarta, KPU dan Bawaslu Kabupaten Purwakarta 

terkait persiapan Pemilu Serentak 2024. 

 



 

 

BAB II: HASIL KUNJUNGAN 

 

A. Saan Mustopa (Pemimpin Rapat/F-Nasdem) 

 

• Perlu kami sampaikan bahwa pada Kunjungan Spesifik Masa Persidangan III Tahun 

Sidang 2022 -2023, Komisi II DPR RI melakukan kunspek ke Kabupaten Purwakarta 

adalah melakukan pengawasan dan evaluasi menyeluruh terhadap Mitra Kerja Komisi II 

DPR RI. Dalam kunjungan ini, Komisi II ingin memastikan seluruh tahapan pemilu 2024 

yang dilaksanakan oleh para penyelenggara pemilu beserta jajarannya sudah berjalan 

dengan baik.   

• Untuk itu Komisi II DPR RI terus berkomitmen untuk mengawal proses demokrasi 

tersebut sehingga dapat berjalan lancar dan sukses. Demi terciptanya kehidupan 

masyarakat yang demokratis, sekaligus mendorong terbentuknya pemerintah yang  bersih 

dan bebas dari KKN, serta didukung oleh aparatur negara yang profesional, dan memiliki 

integritas dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan. Untuk itu, Komisi II ingin 

mendapatkan informasi, keterangan serta penjelasan yang cukup terkait persiapan 

pelaksanaan Pemilu 2024 di Kabupaten Purwakarta, diantaranya : 

 

a. Perihal jumlah penduduk di Kabupaten Purwakarta yang hingga saat ini belum 

memiliki e-KTP. Juga berkaitan dengan upaya yang dilakukan agar masyarakat 

yang belum memiliki e-KTP dapat tetap menggunakan hak pilihnya dalam pemilu 

pilkada serentak 2024 nanti. 

b. Mengenai evaluasi terhadap Daftar PemilihTetap (DPT) ganda di Kabupaten 

Purwakarta. Dan Bagaimana KPU Kabupaten Purwakarta dan Bawaslu 

Kabupaten Purwakarta menjamin bahwa DPT ganda tidak akan berujung pada 

potensi hilangnya hak pilih masyarakat dalam pemilu 2024. 

c. Mengenai pemutakhiran data pemilih untuk mengantisipasi DPT bermasalah. 

d. Mengenai koordinasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Purwakarta dan 

Bawaslu Kabupaten Purwakarta dengan Pemerintah Kabupaten Purwakarta. 

e. Soal pentahapan pemilu 2024 yang sudah dilaksanakan. 

f. Pembentukan penyelenggara pemilu ad hoc dan apa saja kendala yang dihadapi. 

g. Mengenai proses NPHD untuk persiapan Pilkada 2024. 

 

• Mengingat pentingnya beberapa permasalahan yang kami sampaikan tersebut, Tim 

Kunker Komisi II DPR RI dalam kesempatan ini ingin mendapatkan penjelasan dari 



Pemerintah Kabupaten Purwakarta, KPU Kabupaten Purwakarta, dan Bawaslu Kabupaten 

Purwakarta. 

 

B. Paparan Bupati Purwakarta 

 

1. Kesiapan Purwakarta Menghadapi Pemilu dan Pilkada 2024 

 

a. Pemkab telah menyusun jumlah data pemilih dan sosialisasi tahapan pemilu dan 

pilkada 2024.  

b. Memberikan dukungan dana melalui dana cadangan dan hibah tahapan dan non 

tahapan. 

c. Memastikan kesiapan KPU dan Bawaslu dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada. 

 

2. Data Penduduk 

 

 
 

3. Dukungan Dana 

 

 



 

4. Kesiapan Penyelenggara 

 

Kesiapan KPU 

 

a. terbentuknya badan Adhoc Pemilu 

PPK (Panitia Pemlih Kecamatan) :  17  x 5 org = 85 org 

PPS (Panitia Pemungutan Suara) : 192 x 3 org = 576 org 

KPPS (Kelompok Penyelnggara Pemungutan Suara ): jumlah TPS x 7 org -(masih dalam 

tahap rekruitmen)  

Pantarlih (Petugs Pemutakhiran Data Pemilih):  jumlah TPS x 1 org - (masih dalam tahap 

rekruitmen) 

 

b. terbentuknya Kesekretariatan 

Sekretariat PPK : 17 x 3 = 51 org 

Sekretariat PPS : 192 x 3 = 576 org  

Petugas Ketertiban TPS : jumlah TPS x 2 org (masih dalam tahap rekruitmen) 

 

Kesiapan Bawaslu 

 

Terbentuknya Panwaslu Kecamatan: 17 x 3 org = 51 org 

Terbentuknya Panwaslu Kelurahan/Desa : 192 x 1 org = 192 org  

Terbentuknya pengawas TPS: jumlah TPS x 1 org (satu bulan sblm pemungutan suara 

baru dibentuk ) 

 

C. Paparan KPU Kabupaten Purwakarta 

 

1. Anggaran 

 

 
 



2. Verifikasi Parpol 

 

Pelaksanaan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual partai politik dibantu oleh 

system informasi partai politik (SIPOL) dalam pelaksanaannya sistem ini sangat 

membantu dan mengubah pendaftaran, verifikasi partai politik menjadi paperless. 

Dalam dinamikanya, perubahan metode dari manual menjadi digital tentu memerlukan 

penyesuaian-penyesuaian yang terkadang menimbulkan masalah di lapangan. Namun 

sejauh ini masalah tersebut hanya bersifat teknis. 

 

KPU banyak mendapat aduan masyarakat terkait pencatutan nama masyarakat ke dalam 

keanggotaan partai politik. Adanya fitur tanggapan masyarakat di helpdesk KPU, 

memungkinkan masyarakat untuk pro aktif mengecek namanya apakah terdaftar di 

partai politik atau tidak. Fitur ini penting mengingat ada banyak profesi dan pekerjaan 

yang melarang seseorang tersebut menjadi anggota parpol. Oleh karena itu, sudah 

seyogyanya partai politik lebih bijak dalam pelaksanaan pemenuhan persyaratan agar ke 

depan tidak ada pihak-pihak yang dirugikan. 

 

3. Seleksi Badan Adhoc 

 

 
 

4. Pembentukan Pantarlih dan KPPS 

 

 Kesiapan dalam pembentukan Pantarlih dan KPPS tidak ada masalah 

 Pembentukan Sekretariat PPK dilakukan dengan melibatkan aparatur Pemkab 

Purwakarta 

 Daftar inventaris kendala pembentukan Sekretariat PPK telah disampaikan ke 

Pemkab Purwakarta 

 Anggran Badan AdHoc belum terdistribusi 

 



 
 

5. Koordinasi bersama PEMDA 

 

 Koordinasi dilaksanakan secara simultan dengan Pemda 

 Pemda Mendukung terkait pelaksanaan tahapan 

 Bentuk dukungan berupa supporting Sarana prasarana dan aparatur kesekretariatan 

Badan Adhoc. 

 

6. Daerah Pemilihan 

 

 
 

7. Data Pemilih 

 

 
 



8. Status Gedung 

 

 
 

9. Kepegawaian 

 

 
 

 

D. Paparan Kabupaten Bawaslu 

1. Hasil Pengawasan Sub Tahapan Pemilu 

 

2. Pengawasan Pendaftaran Parpol oleh Timfas 

a. SIPOL (vermin); b. LAPANG  (verfak) 

Parpol yang diawasi dalam Vermin 



 

Rekapitulasi Hasil Pengawasan Langsung (Verfak) 

 

3. Pengawasan Terkait Dapil 

 Kebenaran pelaksanaan prosedur penetapan jumlah kursi sesuai dengan prinsip-

prinsip pembentukan Dapil 

 Ketepatan waktu dalam menetapkan jumlah kursi 

 Pelaksanaan penetapan jumlah kursi di Kabupaten Purwakarta dan Kecamatan 

hasil emekaran dan/atau yang hilang akibat bencana 

 Menyampaikan rekomendasi resmi terkait penetapan Dapil beserta pembagian 

jumlah kursinya 

 Membuat pemetaan Dapil dan memberikan masukan dalam hal terdapat 



ketidaksesuaian dalam penetapan Dapil 

 Mengawasi secara langsung proses penataan Dapil oleh KPU Kabupaten 

Purwakarta  

 Mengawasi penetapan jumlah kursi dan Dapil yang dilakukan oleh KPU 

Kabupaten Purwakarta 

 

 

4. Pengawasan Pantarlih dan Coklit 

Bawaslu Purwakarta melakukan koordinasi dengan KPU Kabupaten Purwakarta 

dan melakukan rapat internal guna membahas persiapan coklit diantaranya 

menyamakan persepsi mengenai pemahaman alat kerja dan kemungkinan apa saja 

dugaan pelanggaran yang terjadi di setiap tahapan coklit. 

Melakukan pengawasan melekat dengan berbekal data pebanding dalam 

melaksanakan pengawasan coklit yang dilakukan pantarlih, melakukan koordinasi 

dengan pemerintah setempat guna memastikan data yang digunakan valid dan 

sesuai dalam pencoklitan terutama bagi pemilih yang sudah meninggal dunia dan 

pindah alamat. 

 

5. Perppu 1/2022 

Dampak dari PERPPU Nomor 1 tahun 2022 Pasal 117 Ayat 3 terkait syarat umur 

calon anggota panwascam, PKD, dan PTPS yang memperbolehkan usia 17 tahun 

dengan persetujuan bawaslu kabupaten/Kota jika tidak adanya calon anggota 

panwascam, PKD, dan PTPS yang memenuhi persyaratan adalah solusi yang sangat 

baik karena terutama dalam rekrutmen PTPS akan sangat mempermudah kami 

bawaslu kabupaten kota dalam merekrut pengawas TPS 



6. Persiapan Pelaksanaan Bimtek Panwascam, PKD, dan PTPS 

Pasca dialntiknya Panwascam se- Kabupaten Purwkarta, kami terus melaksanakan 

bimtek terkait tupoksi Panwascam dan PKD. 

Sehingga nanti saat sudah terbentuknya PTPS Mereka memiliki ilmu yang cukup 

untuk membekali ilmu kepemiluan kepada PTPS terpilih, sehingga pengawasan 

pemilu di Kabupaten purwakarta dapat maximal sesuai dengan amanat Undang-

Undang dan regulasi yang mengaturnya. 

 

7. Persiapan Pembentukan Pengawas TPS di Wilayah Kabupaten Purwakarta 

 

Sosialisasi dan Pendekatan kepada seluruh aspek masyarakat secara massif dan 

mengajak Panwascam serta PKD untuk Bersama sama melakukan koordinasi 

kepada stackholder di masing masing tingkatan adalah cara ampuh untuk 

mempermudah dalam momentum rekrutmen Pengawas TPS. 

 

8. Gakkumdu 

 

 
 

9. Indeks Kerawanan Pemilu 

 

Indeks kerawanan pemilu di Kabupaten Purwakarta termasuk kategori rawan 

rendah. 

Untuk meminimalisir kerawanan Bawaslu Kabupaten Purwakarta melakukan 

koordinasi dan menggandeng:  

 

 
 



10. Terkait Infrastruktur 

 

Kantor Bawaslu Kabupaten Purwakarta Sudah Sewa Selama 2 Tahun dan Berakhir 

Juni 2023. 

Bawaslu Kabupaten Purwakarta sudah mendapat penggunaan Sementara dari 

Kementrian Keuangan melalui KPPN Kab. Purwakarta dengan masa 5 tahun dan 

dapat diperpanjang kembali. 

Gedung yang akan di tempati merupakan ex KPPN Kabupaten Purwakarta. 

Gedung sementara belum bisa di tempati karena terbatas anggaran renovasi karena 

gedung sudah lama tidak digunakan. 

Kebutuhan Ruang Sidang dan Sarana Prasaranannya Belum Ada. 

 

11. Kepegawaian 

 

Kepegawaian di Bawaslu Kabupaten Purwakarta berjalan lancar dan normal. 

Kehadiran dan keseriusan para staf dalam bekerja masuk dalam kategori yang baik. 

Adapun yang perlu diperhatikan adalah mengenai kejelasan nasib masa depan para 

staf PPNPNS yang tahun 2023 akan habis pada bulan November. 

Demi menjaga soliditas lembaga dan kelancaran Pemilu 2024, besar harapan dari 

Bawaslu Kabupaten Purwakarta agar staf lebih diperhatikan dan mengakomodir 

seluruh staf untuk menjadi PPPK. 

 

12. Tantangan Dan Potensi Masalah 

 

 

 

 
 

 



E. Paparan Disdukcapil 

  

 

 



 

 

 

 



 

 



 

 

 



F. Paparan Kemendagri 

 

 
 

 

 
 



 
 

 
 

 
 



 
 

 
 

BAB III: PENUTUP 

 

Demikian laporan hasil kunjungan kerja spesifik Komisi II DPR RI ke Kabupaten 

Purwakarta, Provinsi Jawa Barat pada tanggal 14 Februari 2023. Semoga dapat 

ditindaklanjuti dan bermanfaat bagi semua pihak. Kepada semua pihak yang membantu 

terselenggaranya kunjungan spesifik ini, kami ucapkan terimakasih. 

 

 

      Jakarta, 15 Februari 2023 

    KETUA TIM KUNJUNGAN  

                      KOMISI II DPR RI 

 

      Pimpinan Komisi II DPR RI 

 


	I
	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
	Jakarta, 15 Februari 2023
	KETUA TIM KUNJUNGAN
	KOMISI II DPR RI

